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ABSTRAK

Maraknya pelanggaran hak cipta terhadap motif batik sebagai bagian dari
kekayaan intelektual dan warisan budaya Indonesia, khususnya motif Batik Ceplok
Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Meskipun perlindungan hukum terhadap hak
cipta telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, baik dari sisi kesadaran hukum
masyarakat maupun penegakan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap motif batik serta upaya
penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi terkait di Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
pendekatan yuridis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM DIY serta Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(Dekranasda) DIY, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-
undangan, jurnal, dan literatur hukum terkait. Teknik analisis data dilakukan secara
deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap motif
batik dilakukan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan kuratif.
Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan hak cipta, sosialisasi, serta
edukasi kepada masyarakat, sedangkan perlindungan kuratif dilakukan melalui
mekanisme penegakan hukum seperti somasi, mediasi, dan penyelesaian sengketa
melalui pengadilan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum lebih diutamakan melalui jalur non-
litigasi seperti mediasi untuk mencapai penyelesaian yang efektif dan efisien. Namun
demikian, masih terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk
mencatatkan hak cipta, kurangnya pemahaman mengenai hak moral dan hak
ekonomi, serta tantangan dalam pengawasan pelanggaran di era digital. Perlindungan
hukum terhadap motif batik telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun
implementasinya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi,
penguatan peran instansi terkait, serta kesadaran hukum masyarakat guna
mewujudkan perlindungan hak cipta yang lebih efektif.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual.



ABSTRACT

The rise in copyright infringement of batik motifs, a component of Indonesia's
intellectual property and cultural heritage, particularly the Ceplok Segoro Amarto
Batik motif'in Yogyakarta City. Although legal protection for copyright is regulated
by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, in practice, various obstacles
remain, both in terms of public legal awareness and law enforcement. Therefore, this
study aims to analyze the forms of legal protection for batik motifs and the law
enforcement efforts undertaken by relevant agencies in the Special Region of
Yogyakarta.

The type of research used is empirical legal research with a juridical
approach. Data were obtained through interviews with the Regional Office of the
Ministry of Law and Human Rights of Yogyakarta and the Regional National Crafts
Council (Dekranasda) of Yogyakarta, and supported by secondary data in the form
of legislation, journals, and related legal literature. Data analysis used descriptive
qualitative techniques.

The results indicate that legal protection for batik motifs is carried out in two
forms: preventive and curative legal protection. Preventive protection is realized
through copyright registration, public outreach, and education, while curative
protection is implemented through law enforcement mechanisms such as summonses,
mediation, and court dispute resolution.

In practice, law enforcement prioritizes non-litigation channels such as
mediation to achieve effective and efficient resolution. However, obstacles remain,
such as low public awareness of copyright registration, a lack of understanding of
moral and economic rights, and challenges in monitoring violations in the digital
age. Legal protection for batik motifs has a strong legal basis, but its implementation
has not been optimal. Therefore, increased outreach, strengthening the role of
relevant agencies, and increasing public legal awareness are needed to achieve more
effective copyright protection.

Keywords: Copyright, Legal Protection, Intellectual Property..
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BABI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah struktur
ekonomi global dari berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis
kreativitas dan pengetahuan.! Dalam ranah hak kekayaan intelektual (HKI), hak
cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu
ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai
ketentuan perundang-undangan (Pasal 1 UU Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta).? Menurut Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, batik adalah karya seni yang
dilindungi oleh hak cipta, dan jangka waktu perlindungan hak cipta untuk karya
batik kontemporer adalah 70 (tujuh puluh) tahun.

Motif batik kontemporer yang terkandung dalam Undang-Undang Hak
Cipta adalah motif yang inovatif, kontemporer, dan bukan tradisional. Motif batik
kontemporer dilindungi karena memiliki nilai artistik yang tercermin melalui
gambar, pola, dan komposisi warnanya. Dalam paradigma baru ini, Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) menempati posisi sentral sebagai pilar utama yang mendorong
inovasi, melindungi investasi intelektual, dan memastikan keberlanjutan sektor-

sektor kreatif. Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif telah diakui sebagai salah satu

! Muhammad Firli Haikal DKk, Perlindungan kekayaan intelektual batik Tradisional Dalam
Perspektif Hukum, Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1:1 (2023), hlm. 2.

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1
angka 1.



tulang punggung perekonomian nasional, yang berkontribusi signifikan terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu,
kerangka hukum yang kuat dan efektif untuk melindungi hak-hak para pencipta,
pemegang hak, dan pemilik HKI lainnya menjadi sebuah keniscayaan.

Di tengah transformasi ini, seni batik, sebagai warisan budaya takbenda
yang telah diakui dunia, berdiri sebagai simbol identitas bangsa yang tak ternilai.
Batik bukan sekadar kain, melainkan manifestasi kekayaan seni, filosofi, dan
sejarah yang telah diwariskan secara turun-temurun. Namun, di samping nilai
budayanya, batik juga merupakan komoditas ekonomi yang memiliki nilai jual
tinggi, baik di pasar domestik maupun internasional.

Dualitas tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam mekanisme
perlindungan hukum. Maraknya kasus pembajakan, penjiplakan, dan klaim ilegal
yang kerap terjadi, baik dari pihak asing maupun domestik, telah mengancam
keaslian, keberlanjutan, dan hak ekonomi para pengrajin batik di Indonesia. Untuk
mendukung pengakuan dunia terhadap batik sebagai warisan budaya, pemerintah
Indonesia juga telah menerbitkan sertifikasi batik, yang disebut batikmark, melalui
Kementerian Perindustrian.*

Sertifikasi ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor. 74/M-IND/PER/9/2007. Gagasan membangun sistem berbasis

3 Widyo Nugroho DKk, “Perlindungan kekayaan intelektual untuk produk Batik Palbatu:
Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan”, Jurnal Desain Produk (Pengetahuan dan
Perancangan Produk) Vol. 8:1 (2025), him. 88-90.

4 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 74/M-IND/PER/9/2007
tentang Batikmark.



sertifikasi untuk melindungi kekayaan intelektual suatu bangsa bukanlah hal baru,
sistem ini telah diakui dalam beberapa perjanjian internasional dan digunakan oleh
banyak negara di seluruh dunia.’

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah
mengupayakan kerangka hukum yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) merupakan landasan hukum utama
yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2002.
Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan zaman, terutama di
era digital. UUHC 2014 secara eksplisit memberikan perlindungan kepada "karya
seni batik" sebagai sebuah ciptaan.®

Dalam hal ini, perlindungan hak cipta di Indonesia didasarkan pada prinsip
deklaratif, yang berarti perlindungan timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan

7 Meskipun

diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa keharusan pendaftaran.
demikian, pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

tetap memiliki peran penting sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penegakan

hukum. 8

5 Devi Andani DKk, “Perlindungan Peninggalan Sejarah Batik Melalui Penggunaan
Batikmark di Era Digital pada Museum Batik Yogyakarta”, Jurnal Abdimas Kartika Wijayakusuma
Vol. 5:3 (2024), hlm. 716.

6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40
ayat (1) huruf}j.

7 Ratna Wahyu Widiastuti dkk, “Perlindungan Hukum Motif Batik Kontemporer di
Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,”
Diponegoro Law Journal, Vol. 12:2 (2023), hlm. 5.

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 64.



Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan
normatif dan praktik lapangan, terutama karena ketiadaan pencatatan sering
menjadi kendala dalam pembuktian hak cipta.” Kendala ini diperparah dengan
rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap pentingnya HKI. Prosedur
pendaftaran yang dianggap kompleks dan biayanya yang relatif mahal juga
seringkali menjadi hambatan nyata.°

Permasalahan ini tercermin secara nyata dalam studi kasus Motif Batik
Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Motif ini diresmikan pada 2017 oleh
mantan Wali Kota Yogyakarta sebagai salah satu motif khas kota, yang memiliki
makna filosofis mendalam.!! Hak cipta motif ini dipegang oleh Dewan Kerajinan
Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Yogyakarta. Meskipun telah dilindungi hak
cipta, bahkan telah dicatatkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
motif ini dilaporkan mengalami pelanggaran berupa penjiplakan dan perbanyakan
tanpa izin.'?

Fakta bahwa pelanggaran terjadi meskipun perlindungan hukum telah

° Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran
Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur)”, Jurnal Perspektif, Vol. 28:2 (2023) hlm. 102-103.

10 Dewi Kharisma dan Djulaeka, “Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif
Batik Tradisional Pada Suatu Produk”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7:2 (2021), hlm. 722.

' Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Segoro Amarto, Filosofi Batik Khas Kota
Yogyakarta,” situs resmi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, 2017,
https://kebudayaan.jogjakota.go.id/. (diakses 10 November 2025).

12 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Dekranasda Lindungi Batik Segoro Amarto
dengan Hak Cipta,” Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021, https://warta.jogjakota.go.id,
(diakses 10 November 2025).
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diberikan secara formal, menunjukkan adanya kelemahan fungsional dalam sistem
penegakan hukum. Studi lain menunjukkan bahwa penegakan hak cipta untuk kasus

ini belum dilakukan secara formal.'?

Kondisi ini memunculkan pertanyaan kritis
mengenai mengapa perlindungan hukum yang telah tersedia tidak berfungsi secara
optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan hak cipta batik tidak
hanya terletak pada ketersediaan undang-undang, tetapi juga pada implementasi
dan efektivitasnya di lapangan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari
kendala prosedural (seperti sifat delik aduan), biaya, hingga tantangan sosial-
budaya.'

Perkembangan pesat sektor ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan
bahwa karya seni dan budaya memegang peran strategis dalam pembangunan
nasional. Berdasarkan data Kemenparekraf, subsektor fesyen menyumbang sekitar
17,6% dari total nilai tambah ekonomi kreatif, menegaskan bahwa karya seperti
batik bukan hanya bernilai estetika dan budaya tetapi juga memiliki bobot ekonomi
yang signifikan dalam memperkuat identitas bangsa serta mendukung
kesejahteraan masyarakat.!

Di tengah perkembangan tersebut, muncul berbagai tantangan dalam

perlindungan hukum atas karya intelektual masyarakat, khususnya karya tradisional

13 Ade Dia Andriyani, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Motif Batik
di Kota Jambi," Zaaken Journal of Civil and Business Law, Vol. 2:2 (2021), hlm. 283.

14 Dewi Kharisma dan Djulaeka, “Perlindungan Hak Cipta Terkait Penggunaan Seni Motif
Batik Tradisional pada Suatu Produk”, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 7:2 (2021), hlm. 723.

SData Menparekraf, Kontribusi Fesyen 17,6 Persen dari Total Nilai Ekraf,”
EmitenNews.com, https://emitennews.com/news/data-menparekraf-kontribusi-fesyen-176-persen-
dari-total-nilai-ekraf 27 Maret 2024. (diakses 10 November 2025).
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yang memiliki akar budaya lokal seperti batik. Batik sebagai warisan budaya
takbenda telah diakui UNESCO sejak tahun 2009, namun pengakuan internasional
tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan sistem perlindungan hukum yang efektif
di tingkat nasional. Masih banyak perajin yang belum memahami pentingnya
pendaftaran hak cipta, bahkan tidak sedikit yang menganggap proses pendaftaran
terlalu rumit dan memerlukan biaya yang besar. Rendahnya kesadaran hukum ini
membuat karya batik lokal sering kali menjadi korban penjiplakan atau
komersialisasi tanpa izin, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.®
Yogyakarta sebagai salah satu pusat pengembangan batik di Indonesia
memiliki posisi yang sangat penting dalam konteks ini. Selain dikenal dengan
kekayaan motifnya, Yogyakarta juga memiliki filosofi budaya yang kuat dalam
setiap pola batiknya. Salah satu contohnya adalah Motif Batik Ceplok Segoro
Amarto ini, motif ini memiliki makna filosofis mendalam tentang semangat gotong
royong, cinta kasih, dan persatuan yang menjadi karakter masyarakat Yogyakarta.'’
Pemerintah daerah melalui Dekranasda telah mencatatkan hak cipta motif ini ke
Kementerian Hukum (Kemenkum) sebagai upaya untuk memberikan perlindungan

hukum terhadap karya tersebut.'8

16 Wiwik Sri Widiarty, “Legal Protection of Batik as a Cultural Heritage in Indonesia from
an Intellectual Property Rights Perspective”, Journal of Humanities and Social Sciences Studies,
Vol. 6:3 (2024), hlm. 56.

!7 Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Segoro Amarto, Filosofi Batik Khas Kota
Yogyakarta,” situs resmi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta, 2017,
https://kebudayaan.jogjakota.go.id/, (diakses 10 November 2025).

¥ Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, “Dekranasda Lindungi Batik Segoro Amarto
dengan Hak Cipta,” Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta, 2021, https://warta.jogjakota.go.id,
(diakses 10 November 2025).
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Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut
belum sepenuhnya efektif. Beberapa tahun setelah pendaftaran, ditemukan adanya
pelanggaran motif batik dijiplak dan diproduksi massal batik bermotif serupa oleh
pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari pemegang hak cipta.'” Fenomena ini
mencerminkan adanya kesenjangan antara idealisme hukum yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan praktik
implementasi di lapangan. Meskipun secara prinsip perlindungan hak cipta di
Indonesia bersifat deklaratif namun dalam praktiknya, pembuktian atas
kepemilikan ciptaan masih sangat bergantung pada pencatatan resmi di DJKI.?

Selain aspek yuridis, permasalahan juga muncul pada aspek sosio-kultural.
Banyak pengrajin batik yang memandang karya batik sebagai hasil budaya
komunal, bukan milik individual, sehingga enggan untuk mendaftarkan hak cipta
atas motif yang dianggap milik bersama. Pandangan ini sering kali bertentangan
dengan konsep hukum modern yang menekankan kepemilikan pribadi atas karya

intelektual?! Akibatnya, terjadi dilema antara pelestarian nilai-nilai budaya

tradisional dan kebutuhan untuk melindungi hak ekonomi para perajin di era

19 ANTARA News, “Batik ‘ceplok segoro amarto’ digandakan tanpa izin,” ANTARA
NewsYogyakarta, https://jogja.antaranews.com/berita/357512/batik, (diakses 11 November 2025).

20 Dwi Fidhayanti dan Moh. Ainul Yaqin, “Penerapan Prinsip Deklaratif dalam Pendaftaran
Hak Cipta oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Timur)”, Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 28:2
(2023), hlm. 95.

2l Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai
Warisan Budaya Bangsa”, Pandecta Research Law Journal, Vol. 6:2 (2021), him. 140-141.
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globalisasi.

Dalam konteks ini, penelitian mengenai Perlindungan Hukum Hak Cipta
Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta menjadi sangat penting.
Selain memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum hak
kekayaan intelektual di Indonesia, penelitian ini juga memiliki nilai praktis dalam
mendorong kesadaran hukum para pelaku usaha batik dan meningkatkan efektivitas
kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi warisan budaya lokal. Dengan
demikian, diharapkan perlindungan hukum tidak hanya menjadi instrumen
normatif, tetapi juga mampu berfungsi sebagai sarana keadilan yang hidup di
tengah masyarakat kreatif Yogyakarta.??

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
mendalam dan komprehensif problematika tersebut, menjembatani kesenjangan
antara hukum positif dan realitas sosial, serta merumuskan rekomendasi strategis
untuk mengatasi tantangan yang ada .Berdasarkan uraian latar belakang di atas,
penyusunan tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul
“Perlindungan Hukum Hak Cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto (Studi

Kasus Penjiplakan di Kota Yogyakarta)”

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro

22 Fuad Ary Dwi Tanto, “Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Motif Batik yang Belum
Tercatat di Kabupaten Gunungkidul ”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga (2019), him. 34.



Amarto di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta motif batik Ceplok Segoro Amarto
di Kota Yogyakarta diimplementasikan secara yuridis?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Kegunaan Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang
bersifat teoritis maupun praktis dalam dunia keilmuan sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta yang terjadi
terhadap motif batik Ceplok Segoro Amarto
b. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan hak cipta
terhadap motif batik Ceplok Segoro Amarto berdasarkan UU No. 28
Tahun 2014 dan regulasi daerah di Yogyakarta.
2. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Kekayaan
Intelektual (HKI) dan Hukum Hak Cipta. Penelitian ini dapat memperkaya
kajian akademik mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta terhadap karya seni tradisional, khususnya batik sebagai
ekspresi budaya lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi
bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang ingin
menelaah lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap karya budaya
daerah dalam perspektif hukum positif Indonesia.

3. Manfaat Praktis
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a. Bagi Pembatik dan Pelaku Usaha Batik, penelitian ini diharapkan dapat
meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai pentingnya
perlindungan hak cipta terhadap karya yang mereka hasilkan, serta
mendorong mereka untuk melakukan pencatatan resmi guna melindungi
hak ekonomi dan moralnya.

b. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat menumbuhkan sikap
apresiatif dan menghargai karya intelektual bangsa, serta meningkatkan
pemahaman tentang dampak pelanggaran hak cipta terhadap pelestarian
budaya nasional.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas seluruh
permasalahan juga keresahan yang ada dalam proses penyusunan penelitian,
khususnya mengenai kesenjangan antara aturan hukum dan realitas plagiarisme
motif batik di lapangan. Oleh karena, itu diperlukan literatur-literatur lain yang akan
dijadikan sebagai referensi yang membahas mengenai perlindungan hak cipta,
upaya pencegahan penjiplakan, serta strategi pengembangan industri batik guna
menghindari terjadinya kesamaan plagiarisme yang tercela.

Pertama, referensi kunci yang sangat relevan adalah jurnal yang ditulis oleh
Dyah Ayu Widyastutiningrum dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2019
dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif Ceplok
Segoro Amarto di Kota Yogyakarta". Dalam jurnal ini, penulis meneliti objek yang
sama dengan penelitian saya, yaitu motif Ceplok Segoro Amarto, dan menemukan

bahwa meskipun hak cipta telah dicatatkan oleh Dekranasda, perlindungan hukum
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belum berjalan optimal karena masih maraknya produksi batik printing tanpa izin.
23 Relevansi dengan penelitian saya adalah jurnal ini menjadi data sekunder krusial
yang memotret kondisi perlindungan motif tersebut beberapa tahun sebelumnya.
Penelitian saya akan memperbarui dan memperdalam analisis ini dengan meninjau
efektivitas penegakan hukum saat ini serta bentuk pelanggaran terbaru yang terjadi
pasca-pencatatan, sesuai dengan fokus masalah pada implementasi yuridis dan
bentuk pelanggaran yang saya angkat. Perbedaan dengan penelitian saya terletak
pada fokus penelitian. Penelitian Dyah Ayu Widyastutiningrum lebih
menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara
umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis bentuk-bentuk
pelanggaran hak cipta serta implementasi perlindungan hukum secara yuridis
terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto berdasarkan kondisi terbaru di
lapangan.

Kedua, jurnal yang disusun oleh Yuliana Indah Sari, dkk. dari Universitas
Islam Riau pada tahun 2025 berjudul "Sosialisasi Upaya Pencegahan Penjiplakan
Produk UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci". Jurnal ini
membahas kasus penjiplakan motif batik yang telah terdaftar hak ciptanya, bahkan
melibatkan aktor pemerintah daerah sebagai pihak yang diduga menggunakan tanpa
izin. Penulis menekankan pentingnya tindakan preventif (pendaftaran HKI, SNI,

Batikmark) dan kuratif (gugatan hukum). >* Relevansinya dengan penelitian saya

23 Dyah Ayu Widyastutiningrum, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Batik Motif
Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta,”, JIPRO, Vol. 2:1 (2019), him. 37.

24 Yuliana Indah Sari dkk., “Sosialisasi Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM
Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci, " ARSY: Aplikasi Riset kepada Masyarakat, Vol.
6:1 (2025), him. 66.
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adalah memberikan komparasi kasus mengenai pelanggaran hak cipta motif batik
daerah yang sudah terdaftar. Analisis mengenai upaya kuratif dan preventif dalam
jurnal ini dapat dijadikan acuan teoretis dalam merumuskan upaya penegakan
hukum terhadap pelanggaran motif Ceplok Segoro Amarto yang saya teliti.
Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada objek dan pendekatan penelitian. Penelitian
Yuliana Indah Sari dkk. berfokus pada sosialisasi pencegahan penjiplakan produk UMKM
Batik Bono di Riau, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi perlindungan
hukum terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta dengan
pendekatan yuridis empiris.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Hamidulloh Ibda dari STAINU
Temanggung pada tahun 2021 berjudul "Strategi Memutus Mata Rantai
Pembajakan Hak Cipta Pada Seni Batik Nusantara". Dalam jurnal ini, penulis
menyoroti ironi pembajakan batik yang mencakup penjiplakan desain dan klaim
sepihak, serta menawarkan strategi seperti ketegasan hukum dan edukasi. Penulis
menegaskan bahwa pembajakan terjadi karena minimnya pengetahuan tentang HKI
dan anggapan batik sebagai produk umum, bukan karya yang dilindungi.
Relevansi dengan penelitian saya adalah jurnal ini memperkuat argumen dalam
latar belakang saya mengenai tantangan sosio-kultural di mana banyak pengrajin
belum memahami pentingnya hak cipta dan menganggap batik sebagai milik

komunal. Teori mengenai "mata rantai pembajakan" ini membantu saya

menganalisis faktor penyebab masih terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Kota

25 Hamidulloh Ibda, “Strategi Memutus Mata Rantai Pembajakan Hak Cipta Pada Seni
Batik Nusantara,” Citra Ilmu, Vol. 1:1 (2021), hlm. 65.
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Yogyakarta. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada ruang lingkup
penelitian. Penelitian Hamidulloh Ibda membahas strategi umum untuk memutus
rantai pembajakan seni batik Nusantara secara nasional, sedangkan penelitian ini
lebih spesifik membahas bentuk pelanggaran dan perlindungan hukum terhadap
Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.

Keempat, jurnal yang disusun oleh Muchamad Sugarindra, dkk. dari
Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023 berjudul "Fasilitasi Pendaftaran Hak
Cipta Motif Batik Kelompok UMKM Kluster Pembatik Kabupaten Wonosobo".
Penelitian ini berfokus pada pendampingan teknis pendaftaran hak cipta untuk
mencegah plagiarisme dan meningkatkan nilai ekonomi produk melalui sertifikat
HKI.?® Relevansinya dengan penelitian saya adalah memperkuat landasan
mengenai urgensi pencatatan ciptaan secara administratif. Meskipun hukum hak
cipta menganut prinsip deklaratif (otomatis), jurnal ini membuktikan secara empiris
bahwa bukti fisik pendaftaran sangat vital bagi UMKM untuk perlindungan hukum
dan komersialisasi, yang sejalan dengan analisis yuridis yang akan saya lakukan
terkait implementasi UU Hak Cipta. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada
fokus penelitian. Penelitian Muchamad Sugarindra dkk. berfokus pada fasilitasi dan
pendampingan pendaftaran hak cipta bagi UMKM batik di Kabupaten Wonosobo,
sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada implementasi perlindungan
hukum dan bentuk pelanggaran hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro

Amarto.

26 Muchamad Sugarindra dkk., “Fasilitasi Pendaftaran Hak Cipta Motif Batik Kelompok
UMKM Kluster Pembatik Kabupaten Wonosobo,” JATTEC, Vol. 4:2 (2023), hlm. 25.
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Kelima, skripsi yang ditulis oleh Moh Faisal Bahri dari UIN Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember pada tahun 2023 berjudul "Strategi Pengembangan Industri
Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Dengan Metode Triple Helix Pada Industri
Kerajinan Batik Desa Sidomulyo". Skripsi ini membahas sinergi antara akademisi,
bisnis, dan pemerintah dalam mengembangkan industri batik. >’ Relevansi dengan
penelitian saya terletak pada peran pemerintah (seperti Dekranasda dalam kasus
saya) dalam ekosistem batik. Jika Faisal Bahri fokus pada aspek pengembangan
ekonomi dan strategi bisnis, penelitian saya akan melengkapinya dari sisi kepastian
hukum. Sinergi Triple Helix tidak akan berjalan efektif tanpa perlindungan hukum
yang kuat terhadap karya yang dihasilkan, sehingga skripsi ini menjadi pembanding
yang memperkuat pentingnya aspek legalitas dalam pengembangan ekonomi
kreatif yang saya bahas. Perbedaan dengan penelitian saya terletak pada kajian
utama penelitian. Penelitian Moh Faisal Bahri berfokus pada strategi
pengembangan industri kreatif dengan metode Triple Helix, sedangkan penelitian
ini berfokus pada aspek perlindungan hukum hak cipta terhadap motif batik serta
implementasi penegakan hukumnya di Kota Yogyakarta.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan Hukum
Teori Perlindungan Hukum berangkat dari gagasan bahwa negara

seharusnya hadir untuk memberi rasa aman dan kepastian bagi setiap orang

27 Moh Faisal Bahri, “Strategi Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal
Dengan Metode Triple Helix Pada Industri Kerajinan Batik Desa Sidomulyo Kecamatan Silo
Kabupaten Jember” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023),
hlm. 68 dan 74.
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yang memiliki hak. Dalam konteks kekayaan intelektual, kehadiran negara ini
semakin penting karena karya yang dihasilkan seseorang rentan
disalahgunakan atau dikomersialisasi tanpa izin. Philipus M. Hadjon
menjelaskan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berbentuk tindakan
setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga langkah pencegahan agar pelanggaran
tidak terjadi.?

Pemikiran ini sangat relevan ketika kita melihat persoalan di dunia
batik. Meskipun perlindungan hukum telah disediakan negara melalui UU Hak
Cipta, kenyataannya tidak semua perajin memahami hak mereka dan tidak
semua bentuk pelanggaran dapat langsung ditindak.?®

Beberapa kajian mutakhir juga menunjukkan bahwa perlindungan
hukum bagi karya budaya seringkali tidak berjalan optimal karena kurangnya
dukungan kelembagaan dan minimnya kesadaran masyarakat. Dewi Kharisma
(2021) menemukan bahwa banyak karya budaya daerah belum mendapat
perlindungan yang maksimal karena lemahnya implementasi kebijakan di
tingkat lokal. Dengan teori ini, penelitian berupaya menilai apakah
perlindungan hukum yang diberikan kepada Motif Batik Ceplok Segoro
Amarto sudah benar-benar mampu menjaga motif tersebut dari
penyalahgunaan, atau justru masih banyak celah yang membuat pelanggaran

terus terjadi.”’

28 Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi
Tentang Prinsip-Prinsipnya,” (Surabaya: Bina [lmu, 1987), hlm. 25.

2 Rahmat Shiddiq, Nurwati, & R. Yuniar Anisa Ilyanawati, “Perlindungan Hukum
Terhadap Hak Cipta Pelaku Ekonomi Kreatif di Indonesia,” Karimah Tauhid, Vol. 3 No. 6 (2024),
hlm. 6557.
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Dalam penelitian ini, Teori Perlindungan Hukum digunakan sebagai
dasar untuk menganalisis bagaimana negara melalui peraturan perundang-
undangan dan kebijakan daerah memberikan jaminan kepastian, perlindungan
preventif, dan upaya kuratif terhadap pelanggaran hak cipta Motif Batik Ceplok
Segoro Amarto. Teori ini menjadi pisau analisis utama dalam menjawab
rumusan masalah kedua, yaitu mengenai implementasi perlindungan hukum
secara yuridis, serta menilai sejauh mana perlindungan tersebut berjalan efektif
di lapangan.

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Teori HKI berpijak pada pemahaman bahwa karya intelektual apa pun
bentuknya memiliki nilai yang perlu dihormati. Tidak hanya nilai ekonomi,
tetapi juga nilai moral yang melekat pada identitas penciptanya. Melalui
perlindungan HKI, negara memberikan hak eksklusif kepada pencipta agar
karyanya tidak diambil atau dipakai orang lain tanpa izin. Eddy Damian
menyebutkan bahwa HKI adalah hak eksklusif pencipta untuk melindungi
ciptaan mereka dari penggunaan tanpa izin dan batik termasuk karya seni yang
dilindungi hak cipta otomatis (automatically protected) ketika diwujudkan.>

Pandangan ini selaras dengan kondisi batik di Indonesia. Motif batik
yang merupakan karya dua dimensi sangat mudah ditiru, apalagi dengan
teknologi cetak modern, sehingga risiko pelanggarannya semakin besar.

Penelitian Handayani dan Pramudito menegaskan bahwa motif batik adalah

3 Louis & Christine S.T. Kansil, “Perlindungan Hukum atas Kekayaan Intelektual dalam
Bisnis Kreatif di Indonesia,” Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11:6 (2023), him. 1414.
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salah satu karya yang paling rentan dikopi, terutama dalam skala UMKM.
Mereka menjelaskan bahwa sifat visual motif batik membuatnya mudah
direplikasi tanpa bekas. Handayani dan Pramudito juga menambahkan bahwa
perlindungan HKI harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan
industri ekonomi kreatif agar karya seni dan budaya tidak sekadar dilindungi
secara formal, tetapi juga efektif dalam praktiknya.>!

Teori Hak Kekayaan Intelektual digunakan untuk menilai dasar yuridis
dan filosofis mengapa Motif Batik Ceplok Segoro Amarto memperoleh
perlindungan sebagai karya cipta, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk
pelanggaran yang terjadi. Teori ini secara langsung digunakan untuk menjawab
rumusan masalah pertama mengenai bentuk pelanggaran hak cipta terhadap
motif tersebut serta menilai pelanggaran hak moral maupun hak ekonomi dari
pemegang hak cipta.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan sistematis yang
digunakan untuk menemukan solusi atas suatu permasalahan atau untuk
mengembangkan pengetahuan baru melalui langkah-langkah ilmiah. Menurut
Sugiyono, metode penelitian merupakan seperangkat prosedur ilmiah yang
digunakan guna memperoleh data yang sahih (valid), sehingga hasilnya dapat

dimanfaatkan untuk menemukan, mengembangkan, serta membuktikan suatu

31' A. Handayani & H. Pramudito, “Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual di
Era Ekonomi Kreatif Digital”, Jurnal Hukum dan Teknologi, Vol. 5:2 (2022), hIm. 80.
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pengetahuan tertentu yang berguna dalam memahami, menyelesaikan, dan

mengantisipasi berbagai persoalan.?

1.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu
penelitian yang menitikberatkan pada bagaimana hukum bekerja dalam
masyarakat. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji
implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
dalam kasus perlindungan motif batik Ceplok Segoro Amarto, dengan melihat
praktik perlindungan hukum, tingkat kesadaran pelaku usaha batik, serta
fenomena pelanggaran motif yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini
juga memanfaatkan unsur normatif, yaitu dengan menelaah peraturan
perundang-undangan terkait perlindungan hak cipta, doktrin hukum, hasil
penelitian terdahulu, dan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan

batik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif, karena penelitian ini
bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai
kondisi perlindungan hukum hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro
Amarto, termasuk bagaimana motif tersebut didaftarkan, bentuk-bentuk
pelanggaran yang terjadi, serta langkah-langkah yang telah dilakukan oleh

pemerintah daerah dan pemegang hak cipta. Analitis, karena penelitian ini

32 Siti Aminah, “Metodologi Penelitian,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, vol. 4:3

(2023), him. 22520.
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tidak hanya menjelaskan fakta di lapangan, tetapi juga menganalisis
kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, teori perlindungan HKI,
serta konsep perlindungan karya budaya lokal. Melalui sifat ini, penelitian
diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas
perlindungan hukum, hambatan yang muncul, serta faktor-faktor sosial dan
kultural yang memengaruhi implementasinya.

3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang
memadukan antara analisis terhadap norma hukum dan kondisi empiris dalam
masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana peraturan
mengenai hak cipta diaplikasikan terhadap Motif Batik Ceplok Segoro
Amarto, serta bagaimana respon masyarakat, khususnya para perajin batik,
terhadap pentingnya pencatatan dan perlindungan hak cipta.
Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual
(conceptual approach) dengan mengkaji teori-teori hukum yang relevan,
seperti: Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Teori Perlindungan
Hukum, Konsep Hak Cipta Karya Tradisional, Pendekatan ini membantu
memahami nilai dan prinsip hukum yang mendasari perlindungan motif batik
sebagai bagian dari ekspresi budaya tradisional.

4. Sumber Data

a. Data Primer
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di
lapangan melalui wawancara, observasi, atau dokumen asli dari pihak terkait. Data
primer diperoleh secara langsung melalui:

1) Wawancara dengan Dekranasda Kota Yogyakarta sebagai pemegang
hak cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto.

2) Wawancara dengan Kemenkum Kota Yogyakarta atau instansi terkait
lainnya.

3) Dokumentasi terkait pencatatan hak cipta dan temuan pelanggaran
motif batik (kronologi pelanggaran).

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari:

Data sekunder adalah data yang kamu peroleh dari dokumen tertulis,
peraturan, literatur, dan penelitian sebelumnya yang meliputi bahan hukum
primer :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

3) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74/M-IND/PER/9/2007
tentang Batikmark

4) Peraturan-peraturan daerah atau kebijakan pemerintah Yogyakarta
terkait batik

5) Dokumen pencatatan hak cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto

Bahan Hukum Sekunder berupa bahan yang memberikan penjelasan terkait

bahan hukum primer, antara lain:
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1) Buku-buku mengenai hak kekayaan intelektual
2) Jurnal ilmiah dan penelitian mengenai perlindungan hak cipta batik
3) Skripsi dan tesis terkait HKI dan batik tradisional
4) Pendapat ahli, hasil seminar, dan literatur akademik lainnya
c. Bahan Hukum Tersier
Yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan atas bahan hukum
primer dan sekunder, seperti:
1) Kamus hukum
2) Ensiklopedia
3) Artikel dan sumber informasi tambahan terkait HKI dan batik
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:
Studi kepustakaan (/ibrary research) untuk memperoleh dasar normatif, teori,
doktrin, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Wawancara mendalam (in-
depth interview) dengan narasumber terkait perlindungan hak cipta motif
batik. Studi dokumentasi, berupa dokumen pencatatan hak cipta, arsip
dekranasda, dan temuan kasus pelanggaran motif.
5. Teknik Analisis Data
Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yuridis empiris,
yaitu dengan mengolah data primer dan sekunder melalui tahapan:
1) Reduksi data
2) Penyajian data

3) Penarikan kesimpulan
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Proses analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan hukum positif
tentang hak cipta dengan fakta-fakta empiris terkait perlindungan motif batik
di Yogyakarta. Analisis ini juga dikaitkan dengan teori HKI dan nilai-nilai
hukum yang menjadi dasar perlindungan karya budaya lokal. Dengan metode
analisis ini, penelitian diharapkan mampu menilai efektivitas perlindungan
hukum yang berlaku, menemukan kendala-kendala implementasi, serta
memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi aktual perlindungan
hak cipta Motif Batik Ceplok Segoro Amarto.
G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan disusun secara sistematik
yang
tercantum pada 5 (lima) bab, yakni :

Bab pertama, menguraikan tentang latar belakang masalah yang menjadi
dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,
telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian yang mencakup jenis dan
pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, serta
sistematika penulisan. Bab ini berfungsi memberikan gambaran umum mengenai
landasan awal penelitian tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap Motif
Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.

Bab kedua, menjelaskan landasan konseptual dan teoritis yang relevan
dengan topik penelitian, meliputi tinjauan umum tentang Hak Kekayaan Intelektual
(HKI), pengertian dan ruang lingkup Hak Cipta, prinsip-prinsip perlindungan hak

cipta, konsep pelanggaran hak cipta, serta teori-teori hukum yang digunakan
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sebagai pisau analisis, seperti teori perlindungan hukum dan teori hak kekayaan
intelektual. Bab ini juga memberikan gambaran mengenai posisi batik sebagai
karya budaya dan objek perlindungan hak cipta.

Bab ketiga, menyajikan gambaran umum mengenai objek dan lokasi
penelitian. Bab ini meliputi profil Kota Yogyakarta sebagai daerah pengembangan
batik, sejarah dan filosofi Motif Batik Ceplok Segoro Amarto, proses penciptaan
motif, pencatatan hak cipta, serta peran Dekranasda Kota Yogyakarta dan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, bab ini juga memuat kondisi umum yang
berkaitan dengan perkembangan industri batik dan perlindungan hak cipta di Kota
Yogyakarta.

Bab keempat, membahas hasil analisis mengenai perlindungan hukum
terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto ditinjau dari Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, termasuk efektivitas pencatatan ciptaan,
hambatan implementasi perlindungan di tingkat perajin maupun pemerintah daerah,
serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran. Bab ini juga
mengkaji upaya penegakan hukum dan tindakan preventif yang dapat dilakukan,
baik oleh kementerian Hukun dan Hak Asasi Manusia dan Dekranasda Yogyakarta.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan masalah secara ringkas dan jelas
berdasarkan hasil penelitian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang

ditujukan kepada pemerintah daerah, perajin batik, maupun pihak terkait lainnya
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untuk meningkatkan perlindungan hukum hak cipta atas Motif Batik Ceplok Segoro

Amarto di Kota Yogyakarta.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab

sebelumnya, khususnya pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

1.

2.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran
hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta
meliputi penjiplakan motif, penggandaan tanpa izin, penggunaan motif tanpa
persetujuan pemegang hak cipta, pelanggaran hak moral, dan pelanggaran hak
ekonomi. Pelanggaran tersebut umumnya dilakukan melalui produksi massal
menggunakan teknik printing, penggunaan motif untuk kepentingan komersial
tanpa lisensi, serta penjualan produk bermotif Ceplok Segoro Amarto oleh
pihak yang tidak memiliki hak. Tindakan tersebut bertentangan dengan
ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 40 ayat (1) huruf j Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena merugikan hak moral
dan hak ekonomi pemegang hak cipta, yaitu Dekranasda Kota Yogyakarta.
Meskipun perlindungan hukum telah tersedia secara normatif melalui
pencatatan hak cipta dan pengaturan dalam Undang-Undang Hak Cipta, praktik
pelanggaran masih ditemukan akibat rendahnya kesadaran hukum masyarakat,
kemudahan reproduksi motif melalui teknologi modern, serta anggapan bahwa
motif batik merupakan milik bersama.

Implementasi perlindungan hukum hak cipta terhadap Motif Batik Ceplok

93
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Segoro Amarto di Kota Yogyakarta telah dilaksanakan melalui upaya preventif
dan kuratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. Perlindungan preventif diwujudkan melalui pencatatan hak
cipta, sosialisasi dan edukasi Hak Kekayaan Intelektual, pendampingan kepada
perajin, serta pengarsipan dan pendokumentasian karya batik. Sementara itu,
perlindungan kuratif dilakukan melalui mediasi, somasi, penyelesaian sengketa
di Pengadilan Niaga, pemberian sanksi pidana dan perdata, serta kerja sama
dengan marketplace untuk menangani dugaan pelanggaran hak cipta di ruang
digital. Namun demikian, implementasi perlindungan hukum tersebut belum
berjalan secara optimal karena masih menghadapi berbagai kendala, seperti
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, banyaknya karya yang belum
dicatatkan, sulitnya pengawasan terhadap pelanggaran di marketplace, kendala
pembuktian orisinalitas motif batik, serta minimnya pelaporan pelanggaran
oleh para perajin. Ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Teori
Perlindungan Hukum, perlindungan terhadap Motif Batik Ceplok Segoro
Amarto pada dasarnya telah memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak
cipta, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan
sosialisasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum
yang lebih optimal agar perlindungan terhadap hak cipta motif batik dapat

terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

B. Saran
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Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum hak cipta terhadap

Motif Batik Ceplok Segoro Amarto di Kota Yogyakarta, maka penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1.

Kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum DIY dan Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi
mengenai pentingnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual kepada
masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan perajin batik. Selain itu,
diperlukan penguatan pengawasan terhadap pelanggaran hak cipta di
marketplace dan media digital agar penggunaan motif batik tanpa izin dapat
diminimalisir.

Kepada Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DIY, diharapkan
dapat terus melakukan pendampingan hukum kepada para perajin batik,
termasuk membantu proses pencatatan hak cipta, pengarsipan motif batik, serta
memberikan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap
karya batik sebagai bagian dari kekayaan budaya daerah.

Kepada para perajin batik dan pelaku usaha kreatif, diharapkan lebih
meningkatkan kesadaran hukum dengan segera mencatatkan hak cipta atas
motif batik yang diciptakan serta lebih aktif melaporkan apabila terjadi
pelanggaran hak cipta terhadap karya yang dimiliki.

Kepada masyarakat, diharapkan dapat lebih menghargai karya intelektual dan
budaya lokal dengan tidak menggunakan, memperbanyak, maupun
memperjualbelikan motif batik tanpa izin dari pemegang hak cipta, sehingga

perlindungan terhadap karya budaya lokal dapat terjaga secara berkelanjutan.
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